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ABSTRAK 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan BUMN yang menjalankan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap sekitar. Salah satu bentuk CSR yang dimiliki ASDP adaah program PUMK 

yang mana program ini masih terdapat masalah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat pelaku UMKM, yaitu kurang maksimalnya pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan yang membuat masyarakat tidak sepenuhnya merasakan 

manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana kualitas layanan pada ASDP dilihat dari sudut pandang Survei Kepuasan 

Masyarakat berdasarkan PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017 yang memiliki 

sembilan unsur. Analisis penelitian ini menggunakan teori service quality yang 

memiliki lima dimensi, yaitu; 1) Tangibel (berwujud), 2) Reliability (kehandalan), 

3) Responsiviness (ketanggapan), 4) Assurance (jaminan), dan 5) Empathy 

(Empati). Penelitian ini menunjukkan nilai poisitif dari dimensi service quality pada 

pelayanan PUMK ini adalah reliability dan responsiveness. Sedangkan dimensi 

tangibel dan assurance masih perlu perbaikan oleh pihak perusahaan.  

Kata Kunci: Kualitas Layanan; CSR; Indeks Kepuasan Masyarakat. 
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ABSTRACT 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) is a state-owned enterprise (SOE) that carries 

out Corporate Social Responsibility (CSR) as a form of corporate responsibility to 

the surrounding community. One of the CSR initiatives undertaken by ASDP is the 

PUMK program, which currently faces challenges in providing services to MSME 

(Micro, Small, and Medium Enterprises) stakeholders. These challenges primarily 

relate to the suboptimal level of service provided by the company, resulting in the 

community not fully experiencing the benefits intended by the company. This 

research aims to assess the quality of services provided by ASDP from the 

perspective of the Community Satisfaction Survey based on PERMENPAN RB No. 

14 of 2017, which outlines nine criteria. The analysis of this research applies the 

service quality theory, which comprises five dimensions: Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, and Empathy. The findings of this study indicate 

positive scores for the dimensions of reliability and responsiveness in the PUMK 

service. However, the dimensions of tangibles and assurance still require 

improvement from the company's end.. 

Keywords: Service Quality; Corporate Social Responsibility; Community 

Satisfaction Index 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pelayanan Publik diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, menurut Chapman dan Cowdell (1998) pelayanan 

publik adalah pelayanan yang dijalankan oleh institusi publik yang didirikan oleh 

negara untuk kepentingan negara (Rahayu et al., 2020, hal. 12). Dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, seringkali menghadapi kondisi yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara (Rifky, 2021, hal. 160). Sebagai pengguna layanan, masyarakat 

berharap pemerintah memberikan pelayanan terbaik, sehingga pemerintah dituntut 

untuk meningkatkan kinerjanya, upaya terus menerus harus dilakukan untuk 

menyempurnakan layanan publik (Putri et al., 2021, hal. 24). Sebagai penyedia 

layanan publik, pemerintah diharapkan dapat menyediakan layanan publik 

berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberi perubahan 

pada masyarakat (Silalahi et al., 2019, hal. 7). Masyarakat menaruh harapan yang 

besar kepada pemerintah, pelayanan yang diterima oleh masyarakat diharapkan 

dapat memberikan kepuasan kepada publik (Taufiqurokhman, 2014, hal. 64).   

Corporate Social Responsibility (CSR) salah satu bentuk implementasi layanan 

publik bagi perusahaan, hal ini dikarenakan CSR berkaitan erat dengan administrasi 

negara, Moon dan Vogel (2008) menyatakan bahwa CSR merupakan hubungan 

antara aktor pasar dan pemerintah (Yogia & Wedayanti, 2019, hal. 115). CSR 

merupakan bentuk komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan bekerja dengan 

masyarakat secara aktif, agar perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan 

ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan serta  meningkatkan kualitas baik 

kualitas perusahaan, masyarakat setempat, dan publik (Hana & Kriswibowo, 2022, 

hal. 142). Perusahaan berusaha untuk membangun hubungan baik dengan 

masyarakat sekitar melalui TJSL  (Humaedi et al., 2021, hal. 63), serta perusahaan 

memiliki kewajiban kepada lingkungan sekitar serta masyarakat dengan 

menjalankan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Dan Sosial (TJSL), hal ini 
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tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 3 ayat 1 yang berbunyi  

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan UU”. 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan salah satu perusahaan jasa 

transportasi yang memiliki komitmen untuk melaksanakan program TJSL yang 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Mengenai program TJSL tertera 

pada Keputusan Direksi Nomor: KD.306/KU/207/ASDP-2023 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program TJSL ini juga disebutkan dalam 

Peraturan Pemerintah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-

1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial 

Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 20 ayat 1. Salah satu bentuk 

pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero)  adalah program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), kegiatan 

ini membantu memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dengan memberikan bantuan pendanaan, pelatihan serta meningkatkan kontribusi 

dalam sektor perekonomian. Pada penerapannya terdapat beberapa hal yang 

membuat masyarakat tidak sepenuhnya merasakan manfaat yang diberikan oleh 

perusahaan, seperti kurangnya informasi mengenai biaya administrasi yang 

dikenakan sehingga UMKM merasa dibebani oleh biaya tersebut. Hal ini tidak 

sejalan dengan tujuan adanya CSR untuk memberikan program layanan yang dapat 

membantu perusahaan serta kurangnya keterbukaan informasi yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Program CSR yang dijalankan harus bermanfaat dan memberikan dampak 

bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berhubungan langsung dengan 

perusahaan, untuk mengetahui dampak dari  program yang dilaksanakan (Humaedi 

et al., 2021, hal. 64). Pelaksanaan program CSR dimulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring yang melibatkan perusahaan, 

pemerintah hingga masyarakat untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat 
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(Ermawati, 2023, hal. 188). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa, kegiatan 

penyelenggaraan program CSR perlu dilakukan evaluasi program, hal ini bertujuan 

untuk mengetahui dampak program yang dilaksanakan, agar program yang 

terlaksana tepat sasaran (Novianti & Handari, 2024, hal. 1416). Keberhasilan 

program dapat diketahui dengan tingkat kepuasan penerima manfaat (Eko Widodo 

et al., 2019, hal. 36).  

Dengan mengetahui tingkat kepuasan dicapai apabila penerima layanan 

memperoleh manfaat yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan (Suandi, 

2019, hal. 17). Untuk mengukur tingkat kepuasan penerima manfaat dapat 

dilakukan dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pelaksanaan 

IKM diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi (PERMEN PAN-RB) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik, menurut PERMEN PAN RB terdapat 9 unsur 

untuk mengukur kualitas pelayanan publik. IKM merupakan cara untuk 

mengevaluasi keberhasilan program yang dijalankan dengan melihat sudut 

pandangan penerima manfaat secara langsung dengan mengetahui kualitas layanan 

yang diberikan oleh perusahaan (Humaedi et al., 2021, hal. 64).  

Kualitas adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan atau konsumen (Irmawati et al., 2023). Kualitas 

layanan adalah penilaian dari kinerja pelayanan dan menjadi indikator keberhasilan 

pada suatu layanan yang diberikan (Hayat, 2017, hal. 69). Kualitas pelayanan dalam 

sektor publik sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan reputasi dan 

kepercayaan terhadap publik (Rahayu et al., 2020, hal. 169). Maka, masyarakat penting 

untuk menilai kualitas pelayanan dengan membandingkan antara tingkat 

harapannya dengan pengalaman yang dirasakannya ketika memperoleh pelayanan 

tersebut (Humaedi et al., 2021, hal. 156). Untuk mengukur kualitas layanan 

diperlukan adanya alat ukur, menurut Zeitham alat ukur untuk mengetahui kualitas 

dari pelayanan dengan menggunakan dimensi kualitas pelayanan yaitu; 1) Tangibel 

(berwujud), 2) Reliability (kehandalan), 3) Responsiviness (ketanggapan), 4) 
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Assurance (jaminan), dan 5) Empathy (Empati). Pada penelitian ini digunakan 

kualitas pelayanan untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan yang diberikan 

oleh perusahaan dapat memenuhi harapan serta kebutuhan pelaku UMKM, 

ketanggapan perusahaan dalam mengelola kualitas layanan dengan unsur Survei 

Kepuasan Masyarakat yang telah ditentukan oleh PERMEN PAN-RB No. 14 Tahun 

2017.  

Pengukuran kualitas layanan sejalan dengan penelitian kepuasan masyarakat 

dan efektiftas Program Nusantara Sehat diukur dengan kualitas pelayanan dengan 

menggunakan 5 indikator tentang pelayanan yaitu Kehandalan (Reability), Daya 

Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Perhatian  (Emphaty), dan Bukti 

Langsung (Tangibel).  Efektif atau  tidaknya  suatu  program  dapat  dinilai  melalui  

bagaimana  penerapan  program tersebut,   program   Nusantara   Sehat   sangat   

berkaitan   dengan   pelayanan   petugas puskesmas  terhadap  pasien. Penelitian 

Syarief mengatakan bahwa IKM perlu dikaji untuk perbaikan program CSR agar 

dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, kepercayaan, serta peningkatan 

pengetahuan masyarakat sebagai penerima layanan CSR PT Pertamina DPPU pada 

Sultan Mahmud Badaruddin II (Syarief & Hasanuddin, 2022, hal. 1466). 

Diharapkan penyusunan IKM ini dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai 

pelayanan publik yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas dan 

kapasitas program CSR (Sigit, 2022, hal. 827). Menurut Sutami et al., (2018, hal. 

141) dalam penelitiannya pada PT Medco E&P Indonesia menyebutkan bahwa 

setelah perusahaan melakukan pelaksanaan program pemberdayaan, perlu 

dilakukan tindakan evaluasi, sehingga kekurangan program dapat menjadi masukan 

untuk program pemberdayaan masyarakat selanjutnya.  

Mengacu pada masalah yang ada pada ASDP mengenai kurang transparansinya 

perusahaan mengenai administrasi yang dikenakan kepada UMKM, maka perlu 

adanya evaluasi kualitas pelayanan pada program CSR atau PUMK serta berkaitan 

dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan terhadap program PUMK evaluasi 

perlu dilakukan dengan analisis kepuasan masyarakat serta dimensi kualitas 

pelayanan untuk mengetahui serta meningkatkan kualitas layanan program yang 
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berdampak pada UMKM yang berhubungan langsung, dengan harapan adanya 

penelitian ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk masa yang akan 

datang, sehingga hal ini yang mendorong peneliti tertarik meneliti “Analisis Survei 

Kepuasan Masyarakat Penerima Manfaat Program Pendanaan Usaha Mikro 

Dan Usaha Kecil PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Survei Kepuasan Masyarakat UMKM Penerima Manfaat 

layanan PUMK PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)? 

2. Bagaimana kualitas layanan PUMK yang diberikan oleh PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) dari hasil survei? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada UMKM 

penerima manfaat Program PUMK PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

2. Untuk mengetahui kualitas layanan PUMK yang diberikan oleh PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) dari hasil survei. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi 

untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

2. Manfaat Praktik 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi PT ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) dalam meningkatkan kepuasan UMKM binaan ASDP 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

dan keberlanjutan dari Program PUMK. 


